WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN

Menimbang :

Mengingat

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

bahwa pelayanan terhadap administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil merupakan hak warga negara yang
dijamin oleh Undang-Undang Dasar untuk diberikan
kepada setiap penduduk tanpa terkecuali;

bahwa untuk mengoptimalkan pemenuhan terhadap hak
sipil warga negara, Pemerintah Kota Kediri berkewajiban
memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status
pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh
penduduk Kota Kediri;

bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan dibidang
administrasi kependudukan sehingga perlu
disempurnakan dengan perkembangan saat ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang
Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
551);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6354);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 184);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016
tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas
Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1765);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan  Sertifikasi
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1238);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018
tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi
Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 498);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara
Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 152);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019
tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 968);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019
Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019
tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen
Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi
Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1479);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019
tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data
Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1611);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019
tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1742);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019
tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam
Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022
tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
429);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022
tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 410);
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Pelayanan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah
Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 35) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2018 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018
Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan
WALI KOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah
Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri
Tahun 2015 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 53),
diubah sebagai berikut:



1.

Ketentuan angka 3, angka 7, angka 12, angka 41 dan angka 42 Pasal 1
diubah dan ditambahkan 6 (enam) angka yaitu angka 43, angka 44, angka

45, angka 46, angka 47 dan angka 48 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kota Kediri.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.

Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut
Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah
Kota Kediri yang bertanggung jawab dan berwenang sebagai pelaksana
urusan administrasi kependudukan.

Penyelenggara adalah Pemerintah Kota Kediri yang menyelenggarakan
urusan administrasi kependudukan.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik
dan pembangunan sektor lain.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang
masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-
orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan Undang-undang sebagai WNI.

Orang Asing adalah orang bukan WNI.

Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam
jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah
mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.

Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam
wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal
tetap dari instansi yang berwenang.

Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya
disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang
mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan
yang disebabkan oleh bencana dan kerusuhan sosial.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh
Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik
yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil.

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat
yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
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27.

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk,
pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan
Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk
berupa identitas, kartu atau Surat Keterangan Kependudukan.
Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang
harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau
perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat
Keterangan Kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang,
perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal
terbatas menjadi tinggal tetap.

Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang
jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan
keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK
adalah nomor identitas penduduk yang bersifat khas, tunggal dan
melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu
identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan
hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el,
adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan
identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh
instansi pelaksana.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh
seseorang pada register Catatan Sipil oleh Kantor Kependudukan dan
Catatan Sipil.

Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan
Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi
kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan
perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak,
perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan peristiwa
penting lainnya.

Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang
Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang
Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung
jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan
peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan
di kelurahan.

Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya
yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan
disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
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41.

Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir
dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama pada saat
pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah
menurut hukum negara.

Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang
selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan, adalah setiap orang yang
mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa.

Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya
perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan
disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.

Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap
seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian,
pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan
nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya
yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas.

Kutipan Akta adalah catatan pokok tanggal dikutip dari akta catatan
sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan
maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, kematian, perkawinan,
perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak,
perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting
lainnya.

Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang
diterbitkan oleh Dinas atas permintaan pemohon.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat
SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi
administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi
pelaksana sebagai satu kesatuan.

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan,
dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen
yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.

Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan
oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan
Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas
penduduk, selain Dokumen Kependudukan.

Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang
tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan
dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan
komunikasi data.

Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas
yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat
mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan
swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA
Kecamatan adalah instansi dibawah naungan Kementerian Agama yang
berada di tiap Kecamatan di Daerah.



42. Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi
Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.

43. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas
resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh
belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.

44. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik
Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat
Republik Indonesia.

45. Pelaporan  Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang
selanjutnya disebut Pelaporan adalah mekanisme penyampaian laporan
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

46. Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang
digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan
data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan
Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

47. Penduduk Non Permanen adalah Penduduk Warga Negara Indonesia
dan orang asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili
sebagaimana tertera pada kartu tanda penduduk elektronik, kartu
keluarga, surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama
1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.

48. Pendaftaran Penduduk Non Permanen adalah kegiatan penduduk
nonpermanen untuk melaporkan, mengisi, dan menandatangani
formulir penduduk nonpermanen untuk dilakukan pencatatan dan
pendataan oleh petugas Dinas.

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9

(1) Petugas Registrasi membantu Lurah dan Dinas dalam memberikan
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
memenuhi persyaratan diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota
berdasarkan usulan Lurah melalui Kepala Dinas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan
pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat
(1a) dan ayat (1b) serta ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai
berikut:

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk
Pasal 10
(1). Dinas melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran
biodata penduduk.



(1b).

2).

. Pencatatan biodata Penduduk dilakukan terhadap:

a. WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia karena pindah; dan
c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing
yang memiliki izin tinggal tetap.
Selain pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada
ayat (la), pencatatan biodata dilakukan terhadap WNI di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang
dimiliki penduduk.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
pencatatan dan pemutakhiran biodata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

4. Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

(7)

Bagian Ketiga
Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
Paragraf 1
Penerbitan Kartu Keluarga
Pasal 12
Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing wajib melaporkan
peristiwa kependudukan kepada Dinas.
Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan
peristiwa kependudukan kepada Dinas.
Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan:
a. Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan
Republik Indonesia; dan
c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan
ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk
penerbitan KK.
Penerbitan KK dilakukan tanpa dipungut biaya.
Penerbitan KK bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri
atas:
a. penerbitan KK baru;
b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penerbitan KK
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam
Peraturan Wali Kota.
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5. Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(5)
(6)

(7)
(8)

Paragraf 2
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Pasal 13
Penduduk WNI yang memenuhi syarat kepemilikan KTP-el wajib
melaporkan dirinya sendiri kepada Dinas.
KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital.
KTP-el berbentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat
dalam Identitas Kependudukan Digital yang merepresentasikan
Penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang
terdaftar sebagai Penduduk dan memastikan identitas tersebut
merupakan orang yang bersangkutan.
Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing
terdiri atas:
a. penerbitan KTP-el baru;
b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang
Asing yang memiliki izin tinggal tetap;

e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
f. penerbitan KTP-el di luar domisili.
Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan memenuhi syarat
kepemilikan KTP-el wajib melaporkan dirinya sendiri kepada Dinas.
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai
dasar untuk penerbitan KTP-el.
Penerbitan KTP-el dilakukan tanpa dipungut biaya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KTP-el sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

6. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 13A,
Pasal 13B, Pasal 13 C, Pasal 13 D dan Pasal 13E sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13A

Identitas Kependudukan Digital bertujuan untuk:
a. mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai

digitalisasi kependudukan;

b. meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk;

mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat
dalam bentuk digital; dan

mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui
system autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data

Pasal 13B

Identitas Kependudukan Digital berfungsi untuk:

a. pembuktian identitas;
b. autentikasi identitas; dan
c. otorisasi identitas.



(3)

(4)

(2)

(1)

(2)

(1)
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Pembuktian identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan melalui verifikasi data identitas untuk pembuktian
Kependudukan Digital atas kepemilikan Identitas.

Autentikasi identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan melalui verifikasi biometrik, data identitas, kode verifikasi,
dan QR code untuk pembuktian pemilik Identitas Kependudukan
Digital.

Otorisasi identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
merupakan hak otorisasi pemilik Identitas Kependudukan Digital
terhadap data Identitas Kependudukan Digital untuk dapat diakses oleh
Pengguna data.

Pasal 13 C

Selain KTP-el yang berbentuk digital sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, terdapat dokumen kependudukan lainnya dan data balikan
dari Pengguna yang dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital.
Dokumen kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yaitu biodata Penduduk, kartu keluarga, surat keterangan
Kependudukan, dan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.

Pasal 13 D
Setiap Penduduk yang telah memiliki KTP-el fisik dapat memiliki
Identitas Kependudukan Digital.
Identitas Kependudukan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (2) diperoleh Penduduk dengan memenuhi persyaratan:
a. memiliki gawai pintar; dan
b. telah memiliki KTP-el fisik atau belum pernah memiliki KTP-el fisik
tetapi sudah melakukan perekaman.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Identitas
Kependudukan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Penerbitan KIA

Pasal 13E
Pemerintah Daerah menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI dan Penduduk
Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari
17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
Pemerintah Daerah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan
pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya
memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga
negara.
Penerbitan KIA dilakukan tanpa dipungut biaya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KIA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
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7. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah dan ditambahkan ayat (3), sehingga
Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

8.

(1)

(2)

Pasal 14

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas wajib
menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran
penduduk.

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang
menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Daerah
melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK, KTP-el dan KIA
dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut
biaya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan

perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(9)

(6)

(7)

Pasal 15
Penduduk WNI yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia wajib melapor kepada Dinas untuk mendapatkan Surat
Keterangan Pindah.
Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya
penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun
atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang
kurang dari 1 (satu) tahun.
Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota
keluarga yang tidak pindah.
Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KIA, atau
KTP-el dengan Alamat yang baru
Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berlaku selama 100 (seratus) hari kerja sejak diterbitkannya surat
tersebut.
Dalam hal masa berlaku Surat Keterangan Pindah sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) telah berakhir, penduduk tidak melaporkan
rencana kepindahannya pada daerah tujuan, Surat Keterangan
Pindah dinyatakan tidak berlaku dan menjadi dasar pembatalan
pindah dengan menggunakan SIAK di daerah asal.
Dalam hal penduduk bermaksud melakukan pendaftaran
perpindahan penduduk melebihi masa berlaku Surat Keterangan
Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas dapat
mengkomunikasikan pengurusan Surat Keterangan Pindah melalui
surat elektronik atau media elektronik lainnya.
Dalam hal penduduk secara faktual telah berdomisili di Daerah, Dinas
membantu komunikasi pengurusan Surat Keterangan Pindah melalui
surat elektronik atau media elektronik lainnya ke Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal.



9.

10.

11.

12.
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Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 23A,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

(1) Dinas membuat daftar penduduk hasil pelayanan pindah datang yang
telah diserahkan kepada penduduk.

(2) Daftar penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
oleh Dinas kepada kecamatan untuk diteruskan kepada kelurahan
untuk dicatat dalam buku harian Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting serta kepada rukun warga dan rukun tetangga
secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan.

Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Peristiwa Kependudukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal
20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kelima
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan Penduduk
Non Permanen
Pasal 25

(3) Dinas wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi

Kependudukan meliputi:
a. Penduduk korban bencana alam;
b. Penduduk korban bencana sosial;
c. Orang terlantar; dan
d. Komunitas Terpencil.

(2) Selain Penduduk Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan juga dilakukan
terhadap Penduduk yang Menempati Kawasan Hutan, tanah negara
dan/atau tanah dalam Kasus Pertanahan.

(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk
Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk
Rentan Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 25A,
sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 25A
(1) Penduduk Non Permanen harus melakukan pendaftaran ke Dinas.
(2) Pendaftaran Penduduk Non Permanen menggunakan NIK.
(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
daring dan manual di Dinas.
(4) Pendaftaran Penduduk Non Permanen dilakukan tanpa dipungut biaya.
(5) Ketentuan mengenai Pendaftaran Penduduk Non Permanen diatur
dalam Peraturan Wali Kota.
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13. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

14.

15.

Bagian Kedelapan
Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk
Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai formulir (elektronik/non elektronik) dan
buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk diatur dalam
Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 28A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Bagian Kesembilan
Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk
Pasal 28A
Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk harus
memenuhi persyaratan:
a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;
. KK;
KTP-el;
. KIA; dan/atau
. surat keterangan kependudukan.
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk juga dapat dilakukan
dengan cara tanpa melalui pengadilan/ Contrarius Actus.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembatalan dokumen Pendaftaran
Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dalam Peraturan Wali Kota.

o o0 T

Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)
(3)

(4)

Pasal 66
KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data
penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau
perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat,
pekerjaan,kewarganegaraa, pas foto, masa berlaku, tempat dan
tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi nomor identitas
tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan
berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor
identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik
paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini disahkan.



(5)

(6)

(9)

(10)
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Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diisi,

tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip

yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.

KTP-el untuk:

a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan

b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku
Izin Tinggal Tetap.

Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang,

penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk

dilakukan perubahan atau penggantian.

Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib

melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala

desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat

pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data

penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam

Peraturan Wali Kota .

16. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 71

Kepala Dinas memiliki kewenangan Penandatanganan:

a. Biodata Penduduk;

b. KK;

c. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia
antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal

Terbatas;

f. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;

g. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;

h. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing;

i

j

®

Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;

Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
k. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas.
Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) memiliki kewenangan penandatanganan Akta Pencatatan Sipil.
Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan Pejabat
Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf
b belum diangkat atau belum ada, maka penandatanganan Akta
Pencatatan Sipil dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali
Kota.
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(4) Kepala Dinas, Pejabat Pencatatan Sipil dan Sekretaris Daerah atas
nama Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) melakukan penandatanganan dengan membubuhkan tanda
tangan elektronik pada dokumen elektronik.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 72 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat
(3), sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 3
Jangka Waktu Penerbitan Dokumen
Pasal 72
(1) Dinas atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya,
wajib menerbitkan dokumen adminitrasi kependudukan sebagai
berikut:
a. KK atau KTP paling lambat 1 (satu) hari;
Surat Keterangan Pindah paling lambat 1 (satu) hari;
Surat Kerangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 1 (satu) hari;
Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki
Izin Tinggal Terbatas paling lambat 1 (satu) hari;
Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 1 (satu) hari;
Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 1 (satu) hari;
Kutipan Akta Kematian Kematian paling lambat 1 (satu) hari;
Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 1 (satu)
hari; atau
Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 1 (satu)
hari; sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
(2) Semua pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
setelah dipenuhinya semua persyaratan.
(3) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan;
a. terjadi gangguan jaringan komunikasi data;
b. terjadi gangguan terhadap sarana prasarana yang berhubungan
dengan penyelesaian dokumen administrasi kependudukan; dan
c. pelayanan yang memerlukan  koordinasi dengan = pihak
terkait/instansi lain.

oo o
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18. Pasal 80 diubah sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 80

(1) Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus
memenuhi persyaratan:
a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap;

b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
c. KK; dan
d. KTP-el.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
pembatalan akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan cara
tanpa melalui pengadilan/ Contrarius Actus.
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(3) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Contrarius Actus
sebagaimana ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan
pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan
Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

(4) Tata cara pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pembatalan akta Pencatatan Sipil
yang dilakukan tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Wali
Kota.

19. Diantara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab VIA,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING

20. Diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipikan 2 (dua) pasal yakni Pasal 82A

dan Pasal 82B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

(1) Pelayanan adminitrasi kependudukan secara daring dilakukan
melalui SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Selain melalui SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan
adminitrasi kependudukan secara daring dapat dilakukan melalui
sistem pendukung layanan SIAK.

(3) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:

penerapan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik;

pelayanan kepada penduduk secara daring;

alih media dokumen cetak menjadi dokumen elektronik;

pendokumentasian dokumen elektronik;

pemeriksaan keaslian dokumen elektronik;

monitoring dan evaluasi pelayanan dokumen elektronik;

penyelenggara sertifikasi elektronik;

pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan; dan

pelayanan tata naskah dinas berbasis elektronik.

(4) Aphka31 pelayanan mandiri administrasi kependudukan secara daring
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat diakses melalui
aplikasi Sistem Administrasi Kependudukan berbasis Teknologi
Informasi pada website dinas dengan alamat
dispendukcapil.kedirikota.go.id.

(5) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), menjadi satu kesatuan dalam pelayanan administrasi
kependudukan secara daring.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan  administrasi
kependudukan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Wali Kota.

“',:rqo o a0 TP



21.

22.

23.

(1)

(2)

-18 -

Pasal 82B
Dalam hal penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas pelayanan
adminduk secara daring, penduduk menggunakan pelayanan luring.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan luring sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 83 diubah sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(4)

(6)

(7)

Pasal 83
Pelayanan legalisasi meliputi:
a. legalisir fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
b. legalisir fotokopi dokumen pendaftaran penduduk.
Pelayanan legalisir fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditandatangani oleh
pejabat Pencatatan Sipil atau kepala bidang yang menangani
Pencatatan Sipil di Disdukcapil.
Pelayanan legalisir fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil yang
diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil
Kabupaten/Kota lain, ditandatangani oleh pejabat Pencatatan Sipil
atau kepala bidang yang menangani Pencatatan Sipil di Dinas setelah
dikoordinasikan dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota yang menerbitkan kutipan akta
Pencatatan Sipil.
Pelayanan Legalisir fotokopi dokumen Pendaftaran Penduduk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditandatangani kepala
Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
Pelayanan legalisir fotokopi dokumen Pendaftaran Penduduk yang
diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil
Kabupaten/Kota lain, ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat
yang ditunjuk setelah dilakukan verifikasi dengan basis Data
Kependudukan dan dikoordinasikan dengan Disdukcapil
Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota yang
menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk.
Dalam hal Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah
ditandatangani secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan
pelayanan legalisir.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara legalisasi
fotocopi kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 84 dihapus

Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIIIA,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
PELAPORAN
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24. Diantara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 86A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 86A
(1) Jenis pelaporan, meliputi:
a. pendaftaran penduduk;
b. pencatatan sipil;
c. pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
d. pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
e. pembinaan aparatur penyelenggara; dan
f. dukungan sarana, prasarana dan pembiayaan.
(2) Pelaporan dapat dilaksanakan secara:
a. manual; dan/atau
b. daring.

(3) Pelaporan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, dilakukan jika terdapat jenis dan substansi Pelaporan yang belum
dapat dilaporkan melalui SIAK.

(4) Pelaporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan melalui SIAK.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai substansi jenis pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali
Kota.

25. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 87
Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi
Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik di Kota Kediri
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

26. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 86

(1) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK tersimpan di dalam database
kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan
dibidang pemerintahan dan pembangunan.

(2) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1),
merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis,
terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain
dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan
komunikasi data.

(3) Apabila ada perbedaan data kependudukan antara yang ada pada fisik
dokumen kependudukan dengan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) maka yang benar adalah data yang ada dalam SIAK.

(4) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) Ketentuan mengenai pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
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Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal
WALI KOTA KEDIRI,

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

MOCHAMAD FERRY DJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 306-8/2025



L.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

UMUM

Penduduk sebagai human capital (subjek) dan human resource (objek)
harus menjadi titik sentral dalam pembangunan kependudukan
berkelanjutan di Indonesia yang mencakup seluruh siklus hidup manusia
(life cycle approach). Yang perlu diperhatikan dalam integrasi penduduk
dan pembangunan adalah bahwa penduduk tidak hanya diperlakukan
sebagai penerima manfaat hasil pembangunan tetapi juga sebagai subjek
yang berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan.

Sedangkan bonus demografi yang merupakan fenomena langka
karena hanya akan terjadi satu kali ketika proporsi penduduk wusia
produktif berada lebih dari dua pertiga jumlah penduduk keseluruhan.
Indonesia memasuki era bonus demografi yang terjadi akibat berubahnya
struktur umur penduduk, digambarkan dengan menurunnya rasio
perbandingan antara jumlah penduduk nonproduktif (umur kurang dari
15 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk produktif (usia
15-64 tahun). Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi
pada tahun 2020-2035, dan puncaknya di tahun 2028-2030.

Untuk mengimbangi bonus demografi dan persiapan memasuki era
society 5.0 maka perlu dilakukan banyak perubahan dan pembenahan
dalam pelayanan Administrasi Kependudukan. Pelayanan yang cepat,
mudah, terjangkau, serta berkualitas menjadi kewajiban yang harus
dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal
ini, diperlukan transformasi pelayanan publik ke arah digital untuk
mempercepat dan memudahkan pelayanan. Digitalisasi pelayanan publik
menjadi keniscayaan dalam wupaya meningkatkan transparansi dan
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pembenahan Pelayanan Administrasi harus dilakukan secara
kontitusional agar tidak menimbulkan potensial masalah yang justru
menjadi penghambat dalam implementasinya. Banyaknya perubahan
kebijakan ditingkat pusat menuntut Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil di daerah untuk segera melakukan revisi dan penyesuaian aturan
agar tidak tumpeng tindih kebijakan dan terkesan kontradiktif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 1I

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR



